
BUPATI LUWU TIMI.'R
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN 2016

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

:a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah secara efektif dan efisien sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan
pengawaaan secara fungsional oleh Inspektorat
Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapka-n Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016;

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatsn (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
427oli

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor Republik Indonesia 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbcndaharaan Negara (L€mbaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Nomor Republik Indonesia 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan L€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t€ntang
Pemerintahan Daerah (l€mbaran Negs-ra Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 (Lembara! Negara
Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambatran
l.€mbaran Nega-ra Republik lndonesia Nomor 56791; 
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.i1flffi',fr,'mm-Tfu**t-*i,,T#iffi7. Peraturan pemerintah 
No

$*ffiflims;m'.mrmrffi8. Penaturar presiden Nomt

fiffid$.m,m"lm.,H**m;
9. lerlturan Menteri Dalam Negeri Nomor g Tahun 2OO9tentang perubahan atas peraturan fu."t"ri oJ"i-f,l-"IJiNomor 23 Tahun 2oOT tentang p"a-.irrH["EtJX

Pengawasar Atas penyelengSaraan-pem"ri"t f, O"*ail*
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2OO7tentang Pedoman penanganan pengaduan fra""y.r"f."i Ji

Lrngkungan Departemen Dalam Negeri dan pemerintah
Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7l Tahun 2O1Stentang Kebiiakan Pengawasan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan
Pemerintalur Daerah Tahun 2016;

12. Peraturan Menteri Pendayaguna€I Aparatur Negara
Nomor PER/oS/M.PAN l4l2OO9 tentang Pedoman Umum
Penangartan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi
Pemerintah;

13. Peratu!'an Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Kebijakan Pembinaan dart Pengawasan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 (Berita
Daeral Provinsi SutraPesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu Timur (Iembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaeraI
Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2o14(Ljmbaran
Daersh Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12,
Tambahan L€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 89);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lueu Timur Tahun Anggaran 2016
(L€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015
Nomor 9);

16. Peraturar! Bupati Luwu ?imur Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita-
Daerah lkbupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1 l); I
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17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2O15

tentang Penjabaran Anggararl Pendapatan darl Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016
(Berita Daera} KabuPaten Luwu Timur Tahun 2015
Nomor 36 ).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN 2016.

2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasaa dalam
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraal pemerintahan
daerah.

5. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahal daerah
adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan
daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

Kebijakan Pembinaa]l daj} Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2016
tercartum dalam lampiran yarrg mempakaa bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2016
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi acuan dan pedomal bagi
Inspektorat Kabupaten Lue'r.l Timur dalam melaksanakan
Fungsional atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2016.

BAE} I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1, Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.





BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturar Bupati ini berlaku pada ta-nggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
rimrur.E

STEMPEL PARA.F KOCRDINASI
DlNAs, 9AO_AN _(Al'rrq t pEr.-4(AB. !.uwu JrMUR

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 21 apriT 2016

BUPATI LUWU TIMUR,
IELAH DIF] I,. : 
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ASISTEN

I.lA,DIS/BADAN/KAI JiI']:
THOzuG HUSLER

A,BID/KA8AG. IU

,.'-,rA .-FKSI

Diundangkan di Malili
pada tanggal 27 april 2076

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 12
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 1 2 / rv /TAHUN 20 16
TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERII.ITAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016

URAIAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERIITTAH KAI}UPATEN LU1VU TIMUR TAHUN 2016

UMUM

1. Dalam Bab lll Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemcrintahan Daerah, pada prinsipnya mcncgaskan bahwa esensi
otonomi sebagai kewenangan untuk mengatur dalam arti membuat
regulasi di Daerah dan mengurus dalam arti mengelola urusan
Daerah melalui Satuan lGrja Perangkat Daerah, sehingga perlu
dibina dart diawasi oleh Pemerintah.

2. Da.lam penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Pusat
telah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk
melaksanatal urusan pemerintahan berdasarkan asas
desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan untuk pelaksanaalnya
memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor
pencapaian trjuan Otonomi Daersh.

3. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan
dengarl tetap memperhatikan azas desentralisasi, dekosentrasi dan
tugas pembantuan dengan penjaminan eksistensi sistem
pengawasa-n penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daeral.

4. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasal,
Pemerintah Daerah dapat menerapkan sanksi kepada
penyelenggaraan pemerintahan tingkat SKPD atau unit kerja dan
desa apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun
2016, dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelqlaanaan
tugas Inspeldorat secara menyeluruh tentang kebijakan
pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
sehingga dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif dan
efisien.

B. Tujuan

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun
2016 bertujuan:

1. menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat
strategis;

2. merujudkarr
terselenggaranya

mendukunghasil pengawasan yar.g
program pembargunan, pemenn^*8)
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III. RUANG LINGKUP

rufu*Hi:flffi ff*'ftH,,1* pengawasar pemerintah

keuangan **ifd"'*uo penguatan akuntabilitas kineia dan

i ;!11,.*m#*"r*ffi E ]ffo***
c. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
d. Reviu Laporan Keuangan pemerintah 

Daerah;e. Evaluasi taporan Akuntsutu,,r"4"r"i,,,Jtl;T"tXf i-,ff fl,i",["#irpemerintahl Evaluasi Sistem pengendatian tntemat SKpDlUl, *ai",
S. 

[eneaduan 
masyarakat dan pemeriksaan a"r,gr, a.,i.r"r,

h. Pembinaan _d_an pengawasa-n terpadu dengan InspektoratKementerian/provinsi/Icmbaga p"rir..t"'t"r, - 
rv?i' x#fi ,.n.r,atau Badan pemeriksa Keuangarr aar nembangu;;;"*"

i. Pemeriksaan hibah/ bantuan sosial;
j. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
k. T\rgas Pembantuan dan Alokasi Dara Desa;

l. Pengarusutamaar gender.

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka percepatan
menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good govemute),
pemerintalan yartg bersih lcleat government, dan pelayanan
publik meliputi :

a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan ;

1. Penitaian Mandiri Pelatsanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);

2. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi biroklasi (setiap
triwulan);

3. Pembangunan zona integritas;

4. Pengendalian Gratifikasi;

5. Penerapan Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (SPIP);

6. Penarganan Pengaduan Masyarakat;

7. Penguatan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing
S!stemh

8. Pcnarganan Benturan Kcpentinga-n; dan

9. Penguatan Aparat Pengawas Intem Pemerintah (APIP)
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b. Pemantauan pelaksanaan Peraturart Presiden Nomor 55 Tahun
2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2Ol2 - 2025 serta peraturan
perundang-undangan tindak lanjutnya;

c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan,

3. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan meliputi :

a. Penlrusunan pctunjuk teknis di bidalg pengawasan;

b. PenSrsunan pedoman/standar dibidang pengawasan;

c, Koordinasi program pengawasan; dan

d. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati Luwu Timur antara lain
mengenai hal-hat yang dianggap sbategis di lingkup Kabupaten.

IV. SASARAN

Sasaran Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016 adalah:

1. Dipahaminya program fungsi pengawasan oleh stakeholders dalam
penyelenggaraar pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

2. Teridentihkasinya kelemahan yang berkenaan urusan
peyelenggaraan pemerintahan Daerah dal Desa;

3. Ditindaklanjutinya hasil pengawasan oleh Pemerintah Daerah dart
Desa agar Pemerintah Daerah dan Desa memiliki kemampuan
untuk melakukan pelayanan prima kepada masyaralcat dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sesuai asas demokrasi;

4. Dipahaminya metode pengawasar yang tepat.

V. POKOK.POKOK KEBIJAKAN

1. Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
seluruh kegiatal penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang
didanai Anggaraa Pendapatan dan Belar{a Daerah maupun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana
Dekonsentrasi darl T\.rgas Pembantuan yang dilimpahkan ke
Pemerintah Daerah.

2. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Inspektorat Kabupaten
Luwu fimur memperhatikar hal-hal sebagai berikut:

a. mengedepalkan komunikasi yang intensif dalam pelaksalaan
proses pengawasan antara Aparat Pengawas Intem Pemerintah
dan Obyek Pemeriksaal.

b. pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan
untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektifitas
dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

c. untuk mewujudkal integritas kebijakan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, mal<a pembinaan Aparat
Pengawas Intem Peme rintah dilakukan secara terus-me nerus
serta diperlukan perubahar pola pikir sebagai pemberi
peringatan dini terhadap temuan pelalggaran atau
penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan neoottsme$1





d. dalam rangka me*'ujudkan pemerintahan yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pengawasan
dilakukan secara efektif, elisien, preventif dan berkelanjutan
antara Aparat Pengawas Intemal Pemerintah dan tidak terbatas
pada satu ta}un anggaran.

e. Inspektur Kabupatcn dapat bertindak untuk dan atas nama
Bupati Luwu Timur dalani melakukan pemanggilan pemeriksaart
terhadap Aparat Satuar Kerja Perangkat Daerah dan Desa

da.lam pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya
indikasi ti4adinya penyimpangan, korupsi, kolusi dall
nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah dan Desa'

3. In6pektorat Kabupaten melakukan pengawa8ai aeeuai dengar

fungsi dan kewena-ngalnya melalui:

a. p€merik8aan komprehensiP/regular atqu Bewal6'r-waktu;

b. pengujian terhadap .laporan 
berkala dan/atau sewakttr-waktu

dari unit/satuan kega;

c. Dengusulan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi

' ftjff;]l*;t"y'mpangan' korupsi' kolusi dan nepotrsme;

o *t"nit"* *11511s' l6rkeit deng'an adanya pengaduan;
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Demikianlah Kebliakan Pengawasan ini dibuat sebagai acuan dan
p.ao*.r, dalam pelaksanaan pembinaal dan pengawasal di
Kabupaten Luwu Timur. (;
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STEMPEL PARAF I(OCROINASI
qINA' 8AD4!I KANTqN P€!,i(AB. !.UWU E}iUR

b \epaF .SKPD/entitas dan Kepala Desa wajib melaksanakan
tindak lanjut hasil pengawasan 

".lamU"t-l"iU.t rv"-oO*f.i"*
puluh) hari ka-lender setelah diterimanya L^aporaa Hasil
Pengawasan (LHP); dan

c. kepa.la SKPD/entitas dan Kepala Desa yang tidak dapat
menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait
keuangaa Nelara/Daerah, maka Inspektorat Kabupaten dapat
menyeralkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk penyelesaiar status
tindak lanjutnya.

vI. PENUTUP
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